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Rangkuman DISKUSI
Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”

TEMA : Menelaah Kampanye Pemilu 2024 di Lembaga Pendidikan

Pemateri
1. Arfianto Purbolaksono - Manager Riset & Program The Indonesian Institute
2. August Mellaz/mewakili - Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat KPU RI
3. Nur Syarifah - Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Moderator :Felia Primasari, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute

Partisipan  : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,

seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

1. August Mellaz

Pemateri hanya menjelaskan beberapa pokok point alur penyelenggaraan pemilu dan point pasal

280 tentang beberapa tempat yang dimaksudkan tidak diperbolehkan menjadi wilayah diadakannya

kampanye pemilu.

e Penyelenggaraan KPU dimulai perencanaan program hingga pengucapan sumpah janji
presiden/wakil presiden Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tahapan Pemilu 2024

e Putusan MK Nomor 65/PUU-XX1/2023, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Menyebutkan ;
Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat
Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa
atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan
fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitasi pemerintah
dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan
hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

e Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh KPU Pasca Putusan MK Nomor 65 Tahun 2023 yakni
(1) KPU melakukan Focus Group Discussion dengan berbagai macam stake holder, (2) KPU
Menyusun Rancangan PKPU Perubahan tentang Kampanye Pemilu, (3) KPU melakukan Uji Publik
RPKPU Perubahan Tentang Kampanye bersama Masyarakat sipil dan peserta Pemilu (4) KPU
melakukan Konsinyering dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI (5) KPU akan
melakukan Harmonisasi PKPU Bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM
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2. Arfianto Purbolaksono

e Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu
2024. Jumlahnya mencapai 204.807.222 pemilih. DPT pemilih muda dinilai merupakan
jumlah yang sangat besar

e Temuan terkait kebutuhan informasi berkorelasi dengan masih tingginya angka jawaban
responden yang menyatakan belum menentukan pilihan partai politik yang sebesar 42.42
persen serta belum menentukan pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sebesar
41.82 persen.

e Berdasarkan draft Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Kampanye. Pada Pasal 72 A ayat 6 yang berbunyi Metode Kampanye Pemilu di
fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi: a. pertemuan tatap muka; dan b.
pertemuan terbatas. Pada Pasal ini belum mengatur adanya perkembangan media sosial yang
dapat menyiarkan secara live streaming dari kegiatan kampanye di lembaga pendidikan.

e Pertama, partai politik serta kandidat capres perlu didorong untuk memanfaatkan kampanye
di lembaga pendidikan dengan memberikan pendidikan politik yang baik, memberikan
informasi tentang visi, misi, dan program yang ditawarkan kepada civitas akademika
khususnya mahasiswa. Ini juga menjadi kesempatan bagi partai politik untuk membuka
kesempatan luas bagi mahasiswa untuk mengajak berkiprah dan berpartisipasi dalam politik
secara signifikan. Kedua, mendorong para partai politik serta kandidat capres untuk
merespons isu-isu yang menjadi perhatian civitas akademika khususnya anak muda, seperti
isu pendidikan, pemberantasan korupsi, dan lapangan kerja. Partai politik dan kandidat
capres dapat merespon melalui kampanye yang informatif dan edukatif untuk menarik suara
anak muda yang belum menentukan pilihannya.

3. Nur Syarifah

e Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RINo.7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum : "dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang
mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanya
pemilu.”

o Potensi Permasalahan yang dapat terjadi jika kampanye di kampus anatara lain; (1) Terjadinya
pembelahan institusi-institusi pendidikan ke dalam aliran-aliran kekuatan politik tertentu
selama pelaksanaan kampanye yang dapat mempengaruhi Susana pembelajaran. (2)
Terjadinya polarisasi warga satuan Pendidikan atau civitas akademika, dan bagi Pegawai
Negeri Sipil akan berbenturan dengan prinsip netralitas PNS dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan melanggar ketentuan
larangan keikutsertaan ASN dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Ps. 280, Ps.
282, dan Ps. 283 UU Pemilu. (3) Kesulitan pengaturan jadwal yang adil dan tidak berpihak
dengan banyaknya jumlah peserta Pemilu.

FORUM DISKUSI

1. Pertanyaan : Kafrawy-LSKP
[zin, mau minta respo bu Nur. Rektor/dosen status ASN itu bgmn mekanismenya dalam kampanye di
kampus. Apa tidak terikat dalam aturan yang ada? Untuk Tim Ahli pa August, bagaimana para kandidat
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yg diundang dalam acara kampus (wisuda, dies natalis, dll) kemudian melakukan kampanye dalam
forum itu. Apakah bisa mendapat sanksi hingga yg paling tinggi, didiskualifikasi? Mohon pencerahan.
Terima kasih.

Jawaban:

Rektor sebagai pimpinan tertinggi dari Universitas/perguruan tinggi tentunya memiliki mekanisme
dimana penyelenggara pemilu harus meminta izin dimana kewenangan untuk memberikan izin dan
menolak diberikan ada berada pada rektor tersebut. Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti
keterbatasan ruang dll.

Pada tahapan penyelenggaraan pemilu telah diatur jadwal sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga
untuk masuk kedalam konteks kampanye di ruang lingkup pendidikan maka disebut sebagai
sosialisasi dan pendidikan politik dan tidak memberikan arahan kepada masyarakat perguruan tinggi
untuk memilih salah satu kandidat.

2. Pertanyaan: Yulina Dewi- Kejaksaan Agung
izin bertanya dan mohon penjelasan ,kepada bu Nusyarifah, Terkait dengan Kampanye Pemilu 2024
pada lembaga Pendidikan Civitas Akademika, yang mana kandidat melakukan program kampanyenya
dihadapan para Mahasiswa sebagai cikal bakal SDM intelektualitas generasi pembangunan, apakah
mendikbud dan Dikti telah membuat SOP kampanye pada lembaga kampus sesuai standar tujuan
civitas akademika untuk riil dan netral terima kasih.
Jawaban:
Pada konteks yang sudah disebutkan sebelumnya penyelenggaraan kampanye di ruang lingkup
pendidikan dibentuk dalam konteks yang lebih netral dengan mengadakan debat antar calon.

3. Pertanyaan : Dewi Rahmawati - The Indonesia Institute
Apa analisis yang ibu peroleh dari dari salah satu inventaris masalah yang menyebutkan terjadinya
pembelahan institusi-institusi pendidikan ke dalam aliran-aliran kekuatan politik tertentu selama
pelaksanaan kampanye yang dapat mempengaruhi suasana pembelajaran.
Jawaban:
Karena peraturan tentang pelarangan kampanye di tiga tempat seperti yang disebutkan dikeluarkan
oleh MK, kami sendiri masih belum memiliki asumsi, ataupun kajian yang lebih mendalam mengenai
masalah tersebut.

Catatan:

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di
http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.

~ TERIMA KASIH ~
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